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A B S T R A K       
Penelitian ini menganalisis pengaruh Produk Domestik Bruto 
(PDB) dan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) terhadap kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Menggunakan regresi 
linier berganda, hasil menunjukkan bahwa PDB berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, 
CPI tidak memiliki pengaruh signifikan dalam model ini. 
Keterbatasan penelitian termasuk cakupan sampel yang terbatas 
dan penggunaan CPI sebagai satu-satunya indikator tata kelola. 
Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah memperluas 
cakupan sampel dan menambahkan variabel lain yang relevan 
untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang faktor-
faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan. 
A B S T R A C T 

This study examines the impact of Gross Domestic Product (GDP) and the 
Corruption Perception Index (CPI) on the quality of local government 
financial reports in Indonesia. The results of the multiple linear regression 
indicate that GDP exerts a positive and significant influence on the quality 
of financial reporting. Nonetheless, CPI exerts minimal influence under 
this model. The study's limitations encompass restricted sample coverage 
and reliance on the CPI as the sole governance measure. Further research 
should aim to broaden the sample coverage and incorporate additional 

pertinent variables to enhance the comprehension of the determinants affecting the quality of financial reports. 
 

 
 
 

1. PENDAHULUAN 
Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu indikator 

penting yang mencerminkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik 
dalam pengelolaan keuangan publik. Laporan keuangan yang akurat dan transparan 
memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk menilai 
kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran. Oleh karena itu, peningkatan 
kualitas laporan keuangan di tingkat daerah menjadi prioritas dalam upaya 
menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. 
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Dua faktor utama yang diperkirakan mempengaruhi kualitas laporan keuangan 
pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik. 
Pertumbuhan ekonomi yang diwakili oleh Produk Domestik Bruto (PDB) 
mencerminkan kapasitas fiskal dan kemampuan ekonomi pemerintah daerah dalam 
menjalankan program-program pembangunan (Muryanto et al., 2022). Di sisi lain, tata 
kelola yang baik, yang dapat diukur melalui Indeks Persepsi Korupsi (CPI), 
mengindikasikan tingkat integritas dan etika dalam pengelolaan keuangan publik. 
Hubungan antara pertumbuhan ekonomi, tata kelola yang baik, dan kualitas laporan 
keuangan di tingkat daerah penting untuk diteliti guna memahami bagaimana kedua 
faktor ini dapat secara simultan memengaruhi kemampuan pemerintah daerah untuk 
menyusun laporan keuangan yang kredibel (Alfaro, 2022). 

Penelitian sebelumnya telah mengkaji pengaruh pertumbuhan ekonomi 
terhadap berbagai aspek tata kelola keuangan. PDB memiliki hubungan yang 
signifikan dengan kualitas laporan keuangan. Penelitian menunjukkan bahwa 
peningkatan PDB dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas laporan keuangan 
karena perusahaan yang beroperasi di lingkungan ekonomi yang lebih baik 
cenderung memiliki lebih banyak sumber daya untuk menginvestasikan dalam sistem 
akuntansi yang lebih baik dan pelatihan bagi karyawan (Animah et al., 2020; Istutik et 
al., 2022). Selain itu, perusahaan yang beroperasi di daerah dengan PDB yang tinggi 
biasanya lebih transparan dalam laporan keuangan mereka, yang pada gilirannya 
meningkatkan integritas laporan tersebut (Ayem & Wulandari, 2023). Selanjutnya, CPI 
juga berperan penting dalam menentukan kualitas laporan keuangan. Tingkat korupsi 
yang rendah, seperti yang diindikasikan oleh CPI yang tinggi, sering kali 
berhubungan dengan praktik corporate governance yang baik dan transparansi dalam 
laporan keuangan (Fatimah et al., 2020). Penelitian Safida et al. (2023) menunjukkan 
bahwa instansi yang beroperasi di lingkungan dengan tingkat korupsi yang rendah 
cenderung memiliki laporan keuangan yang lebih akurat dan dapat diandalkan, 
karena ada insentif yang lebih besar untuk mematuhi standar akuntansi dan etika 
yang tinggi. 

Namun, studi-studi ini meneliti kedua faktor tersebut secara terpisah. 
Keterkaitan antara PDB dan CPI sebagai faktor yang berkontribusi bersama terhadap 
kualitas laporan keuangan di tingkat pemerintah daerah masih belum banyak diteliti. 
Penelitian yang menggabungkan kedua faktor ini di dalam konteks tata kelola 
pemerintahan daerah akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif 
mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah. 
Sebagian besar studi yang ada lebih berfokus pada tingkat nasional atau pada sektor 
swasta, sementara di tingkat daerah terdapat perbedaan signifikan dalam hal 
tantangan dan karakteristik yang memengaruhi penyusunan laporan keuangan. 

Selain itu, meskipun tata kelola yang baik secara umum dikaitkan dengan 
peningkatan kualitas laporan keuangan, sedikit penelitian yang memberikan bukti 
empiris tentang bagaimana variabel-variabel ini berinteraksi dalam konteks 
pemerintahan daerah, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Dengan 
demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan 
menganalisis pengaruh simultan PDB dan CPI terhadap kualitas laporan keuangan di 
Indonesia. 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris yang signifikan 
terhadap literatur tata kelola keuangan publik. Dengan menguji pengaruh simultan 
antara PDB dan CPI terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Indonesia, 
penelitian ini akan menambah wawasan tentang bagaimana faktor-faktor ekonomi 
dan tata kelola berperan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan di daerah. 
Good Governance 

Good governance berperan penting dalam konteks pengukuran dan persepsi 
korupsi, serta kualitas laporan keuangan. Good governance, yang mencakup prinsip-
prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, diharapkan dapat mengurangi 
tingkat korupsi dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan 
temuan bahwa penerapan good governance berkontribusi pada peningkatan kualitas 
laporan keuangan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi persepsi korupsi di 
masyarakat(Sufyenisa & Khomsiyah, 2024)(Safkaur et al., 2019). Corruption Perception 
Index (CPI) adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat korupsi di sektor 
publik berdasarkan persepsi para ahli dan pebisnis. CPI sering kali dikritik karena 
hanya mencerminkan persepsi, bukan realitas korupsi yang terjadi (Gamlath, 2013). 
Namun, CPI tetap menjadi indikator penting yang menunjukkan hubungan antara 
good governance dan kualitas laporan keuangan. Penelitian menunjukkan bahwa 
daerah dengan tingkat good governance yang tinggi cenderung memiliki CPI yang 
lebih baik, yang menunjukkan rendahnya persepsi korupsi (Setyobudi & Setyaningrum, 

2019) 
Kualitas laporan keuangan yang tinggi penting untuk memastikan bahwa 

informasi yang disajikan dapat diandalkan dan relevan bagi para pemangku 
kepentingan, termasuk investor dan masyarakat (Iskandar et al., 2024).Dengan 
demikian, terdapat hubungan timbal balik antara good governance, CPI, dan kualitas 
laporan keuangan, di mana peningkatan dalam satu aspek dapat mempengaruhi yang 
lainnya secara positif. 
Teori Pertumbuhan Ekonomi 

Teori pertumbuhan ekonomi berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi 
laju pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah. Salah satu aspek penting 
dalam teori ini adalah hubungan antara pembangunan manusia, liberalisasi 
keuangan, dan korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian menunjukkan 
bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh positif terhadap 
pertumbuhan ekonomi, di mana peningkatan kualitas hidup dan pendidikan 
masyarakat berkontribusi pada produktivitas dan inovasi yang lebih tinggi (Putri et 
al., 2023). Selain itu, liberalisasi keuangan juga terbukti menjadi pendorong 
pertumbuhan ekonomi, terutama di negara-negara berkembang, dengan memberikan 
akses yang lebih baik terhadap modal dan meningkatkan efisiensi pasar (Wihardja & 

Jayadi, 2023). 
Korupsi, di sisi lain, memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Penelitian di ASEAN menunjukkan bahwa indeks persepsi 
korupsi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, yang berarti bahwa 
semakin rendah tingkat korupsi, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi yang dapat 
dicapai (Ichvani & Sasana, 2019). Korupsi menghambat investasi dan menciptakan 
ketidakpastian yang merugikan iklim bisnis, sehingga mengurangi daya tarik 
investasi asing dan domestik. Dalam konteks Indonesia, data menunjukkan bahwa 
korupsi secara negatif mempengaruhi pertumbuhan ekonomi per kapita, dengan 
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tingkat investasi dan pengangguran berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 
ekonomi (Haldi, 2023) . Selanjutnya, UMKM berkontribusi signifikan terhadap 
penciptaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran, yang pada gilirannya 
mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Bahri et al., 2023). 

Interaksi antara pembangunan manusia, liberalisasi keuangan, dan 
pengendalian korupsi sangat penting dalam teori pertumbuhan ekonomi. Negara 
dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang 
berkelanjutan dan inklusif dengan meningkatkan pendidikan dan kesehatan, 
mengurangi korupsi, dan mendukung UMKM. Penelitian sebelumnya telah mengkaji 
pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap berbagai aspek tata kelola keuangan. PDB 
memiliki hubungan yang signifikan dengan kualitas laporan keuangan. Penelitian 
menunjukkan bahwa peningkatan PDB dapat berkontribusi pada peningkatan 
kualitas laporan keuangan karena perusahaan yang 
 
2. METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif 
untuk menguji hubungan antara Produk Domestik Bruto (PDB), Indeks Persepsi 
Korupsi (CPI), dan kualitas laporan keuangan pemerintah. Populasi penelitian adalah 
Indonesia. Pemilihan sampel dilakukan secara purposive sampling, dengan kriteria 
ketersediaan data yang diperlukan, termasuk data PDB, CPI, dan laporan audit 
keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh 
dari berbagai sumber resmi. Data PDB dikumpulkan dari laporan Badan Pusat 
Statistik (BPS), yang menyediakan informasi mengenai pertumbuhan ekonomi di 
tingkat daerah. Data CPI diperoleh dari laporan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) yang 
diterbitkan oleh Transparency International, yang memberikan penilaian terhadap 
persepsi korupsi di berbagai daerah. Sementara itu, data kualitas laporan keuangan 
didapatkan dari laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Data-data ini akan 
digunakan untuk menguji hubungan antara pertumbuhan ekonomi, persepsi korupsi, 
dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. 

Dalam analisis data, langkah pertama adalah melakukan analisis deskriptif 
untuk menggambarkan karakteristik dari masing-masing variabel, yaitu PDB, CPI, 
dan kualitas laporan keuangan. Hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel dan grafik 
untuk memudahkan interpretasi. Setelah itu, dilakukan serangkaian uji asumsi klasik 
untuk memastikan validitas model regresi yang digunakan, meliputi uji normalitas 
dengan Kolmogorov-Smirnov, uji multikolinearitas dengan Variance Inflation Factor 
(VIF), uji heteroskedastisitas dengan Glejser, serta uji autokorelasi menggunakan 
Durbin-Watson. Tahap akhir adalah analisis regresi linier berganda yang digunakan 
untuk menguji pengaruh simultan antara PDRB dan CPI terhadap kualitas laporan 
keuangan. Persamaan umum  analisis regresi linier berganda yang digunakan adalah 
sebagai berikut: 

 
�= � + �1 �1 + �2 �2 + � 
Ket: 
Y = Kualitas Laporan Keuangan 
�1 = PDB  
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�2 = CPI  
α = konstanta 
�1  dan �2 = koefisien regresi 
ε = error term 

 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis 
Uji Statistik Deskriptif 

Tabel 1 menunjukkan bahwa penelitian ini menggunakan tiga variabel utama, 
yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Persepsi Korupsi (CPI), dan 
Opini BPK (kualitas laporan keuangan). Hasil analisis deskriptif menunjukkan 
karakteristik dari masing-masing variabel sebagai berikut: 
Tabel 1. Deskriptif Variabel 
 Mean Std. Dev. N 

PDB 15.16 3.35 10 
CPI 36.50 2.01 10 
Opini BPK 1.4 0.84 10 

Sumber: Data diolah (2024) 

Rata-rata PDB selama 10 tahun (2014-2023) yaitu 15.6 (dalam trilliun Rupiah) 
dan standar deviasi 3.35 menunjukkan adanya variasi nilai PDB dari rata-ratanya. 
Selanjutya, variabel CPI, nilai minimum yang diperoleh adalah 34 dan nilai 
maksimum adalah 40, dengan mean sebesar 36,50. Ini menunjukkan bahwa persepsi 
korupsi di daerah-daerah yang diteliti relatif konsisten dengan standar deviasi 2,01, 
yang menunjukkan adanya sedikit variasi dalam tingkat persepsi korupsi antara 
daerah-daerah yang diteliti. 

Variabel Opini BPK sebagai indikator kualitas laporan keuangan menunjukkan nilai 
minimum sebesar 2,00 dan maksimum sebesar 4,00. Rata-rata (mean) untuk variabel 
ini adalah 3,60, yang menunjukkan bahwa sebagian besar daerah yang diteliti 
memperoleh opini keuangan yang baik dari BPK. Standar deviasi sebesar 0,84 
menunjukkan variasi moderat dalam opini yang diberikan oleh BPK terhadap laporan 
keuangan pemerintah daerah. 

 

Uji Asumsi Klasik 

Uji menggunakan Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedasitas dan Uji 
Autokorelasi, dengan interpretasi data sebagai berikut: 

a. Uji Multikolinearitas: berdasarkan nilai tolerance dan VIF, tidak ada 
multikolinearitas yang signifikan, karena nilai VIF untuk CPI dan opini BPK 
adalah 1.182 (VIF<10) 

b. Uji Heteroskedasitas: analisis scatterplot, tidak terdapat pola tertentu, ini 
mengartikan bahwa tidak adanya heteroskedastisitas yang signifikan. 

c. Uji Autokorelasi dari nilai Durbin-Watson sebesar 1.556 menunjukkan tidak ada 
autokorelasi positif atau negative yang signifikan dalam model. 

Regresi Linear Berganda 
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Output SPSS versi 29 adalah sebagai berikut: 
a. Model Summary 

Berdasarkan hasil analisis data didapatkan nilai R square sebesar 0.612, 
mengartikan bahwa model regresi dapat menjelaskan 62.1% variasi dalam PDB 
dengan sisanya 37.9% dijelakan oleh faktor lainnya diluar model ini. 

b. Koefisien Regresi 
Hasil dari koefisien regresi dijelaskan sebagai berikut: 

 Intercept, merupakan nilai konstanta PDB (49.346) ketika semua variabel 
independent bernilai nol. 

 Koefisien regresi CPI sebesar -0.809, dengan p-value 0.096 yang tidak signifikan 
(signifikansi 5%), namun mendekati signifikan pada tingkat 10%. Hal ini 
menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 unit CPI berpotensi menurunkan PDB 
sebesar 0.089, tetapi secara statistik hubungan ini tidak cukup kuat. 

 Koefisien regresi opini BPK sebesar -3.333, dengan p-value 0.013, yang signifikan 
pada tingkat 5% mengartikan bahwa setiap penurunan dalam opini BPK 
(misalnya WTP ke WDP) berkorelasi dengan penurunan PDB. 

Uji t-Statistic 
Nilai t-statistics untuk CPI adalah -2.002 dengan p-value sebesar 0.096. Tingkat 

signifikasi 5%, p-value ini tidak signifikan artinya CPI tidak memiliki pengaruh 
signifikan terhadap PDB. Sementara nilai t-statistics opini BPK adalah -3.323 dengan 
p-value sebesar 0.013, pada tingkat signifikasi 5%, p-value ini sangat signifikan 
terhadap PDB. 

Anova (Uji F) 
Nilai F-statistic senilai 5.742 dengan p-value 0.033 menunjukkan bahwa model 

regresi secara keseluruhan signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Terdapat satu 
variabel yang memiliki hubungan signifikan terhadap variabel dependen. 

Diskusi 
Analisis Deskriptif 

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata Produk Domestik Bruto 
(PDB) selama 10 tahun adalah 15,16 triliun rupiah dengan standar deviasi 3,35, yang 
menunjukkan adanya variasi dalam kapasitas ekonomi antara daerah-daerah yang 
diteliti. Daerah dengan PDB yang lebih tinggi umumnya memiliki lebih banyak 
sumber daya untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan, termasuk dalam 
penyusunan laporan keuangan. Variasi ini dapat mengindikasikan perbedaan 
signifikan dalam kemampuan ekonomi antar daerah untuk mendukung pengelolaan 
keuangan publik yang lebih baik. 

Nilai rata-rata variabel Indeks Persepsi Korupsi (CPI) sebesar 36,50 dengan 
standar deviasi 2,01 menunjukkan bahwa persepsi korupsi di daerah-daerah yang 
diteliti relatif konsisten, dengan variasi yang tidak terlalu besar. Daerah dengan nilai 
CPI yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah, yang 
berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan 
keuangan. 

Sementara itu, variabel Opini BPK sebagai indikator kualitas laporan keuangan 
memiliki rata-rata sebesar 3,60, yang berarti sebagian besar daerah yang diteliti 
mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa 
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Keuangan (BPK). Variasi yang relatif moderat (standar deviasi 0,84) mengindikasikan 
bahwa sebagian besar daerah memiliki kinerja yang baik dalam penyusunan laporan 
keuangan mereka, dengan sedikit daerah yang mendapatkan opini yang lebih rendah 
seperti Wajar Dengan Pengecualian (WDP). 
 
PDB, CPI, dan Kualitas Laporan Keuangan 

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa PDB memiliki 
pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal 
ini mendukung Teori Pertumbuhan Ekonomi, yang menyatakan bahwa daerah 
dengan kapasitas ekonomi yang lebih baik memiliki sumber daya lebih besar untuk 
meningkatkan infrastruktur akuntansi, manajemen keuangan, dan pelatihan sumber 
daya manusia. Dengan adanya sumber daya yang memadai, pemerintah daerah dapat 
memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan. 

Namun, hasil penelitian ini menemukan bahwa CPI tidak berpengaruh 
signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dalam model regresi, meskipun 
mendekati signifikan pada tingkat kepercayaan 10%. Temuan ini tidak sejalan dengan 
teori yang menyatakan bahwa korupsi merupakan hambatan besar dalam 
pembangunan ekonomi, seperti yang diungkapkan oleh Klitgaard (2001) dan (Lučić et 
al., 2016). Menurut teori tersebut, korupsi melemahkan pembangunan dengan 
melemahkan lembaga-lembaga yang menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi. 
Penelitian oleh (Lučić et al., 2016) juga menunjukkan adanya hubungan negatif antara 
korupsi dan PDB, di mana kenaikan tingkat korupsi (diukur melalui CPI) berdampak 
negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Hasil yang tidak signifikan ini mungkin menunjukkan bahwa hubungan antara 
CPI dan PDB di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan, 
memerlukan kajian lebih mendalam. (Haldi, 2023) dan (Lamijan & Tohari, 2022) 
menyebutkan bahwa efek korupsi mungkin lebih terlihat dalam jangka panjang, 
terutama ketika kondisi ekonomi daerah dan kebijakan antikorupsi mulai 
memberikan dampak. Hal ini selaras dengan temuan bahwa meskipun CPI belum 
berpengaruh signifikan dalam model ini, perubahan CPI dapat mempengaruhi PDB 
di masa depan, yang pada gilirannya akan memengaruhi tata kelola dan laporan 
keuangan daerah. 
 
 
Perbandingan Studi 

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Ayem & Wulandari, 2023; Muryanto et al., 

2022), yang menyatakan bahwa PDB berperan penting dalam mendukung 
peningkatan kualitas laporan keuangan. Peningkatan kapasitas ekonomi daerah dapat 
meningkatkan kemampuan pemerintah dalam menerapkan sistem akuntansi yang 
lebih baik, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat. Penelitian ini 
juga mendukung temuan dari (Safida et al., 2023) bahwa tata kelola yang baik 
berperan penting dalam mendorong transparansi, meskipun dalam konteks penelitian 
ini CPI belum menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap 
kualitas laporan keuangan. 

Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian (Fatimah et al., 2020)) yang 
menemukan bahwa CPI memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap 
kualitas laporan keuangan. Perbedaan hasil ini mungkin disebabkan oleh perbedaan 
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konteks daerah atau waktu penelitian. Faktor-faktor seperti implementasi kebijakan 
antikorupsi di tingkat lokal, budaya birokrasi, dan variasi dalam penerapan regulasi 
mungkin memengaruhi hubungan CPI dan kualitas laporan keuangan di daerah-
daerah yang berbeda. 
 
Implikasi Praktis dan Teoritis 

Secara praktis, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan 
ekonomi daerah merupakan komponen penting dalam meningkatkan kualitas 
laporan keuangan pemerintah daerah. Daerah dengan PDB yang lebih tinggi 
cenderung memiliki kapasitas yang lebih besar untuk melakukan pengelolaan 
keuangan yang lebih baik, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang lebih 
transparan dan akuntabel. Kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi 
daerah, seperti peningkatan investasi dan pembangunan infrastruktur, akan 
berdampak positif terhadap tata kelola keuangan publik.  

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat Teori Pertumbuhan Ekonomi, yang 
menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki dampak positif terhadap 
pengelolaan keuangan publik. Meskipun pengaruh Good Governance yang diwakili 
oleh CPI tidak signifikan secara statistik dalam penelitian ini, teori tersebut tetap 
relevan dalam konteks tata kelola keuangan publik. Peran CPI dalam mempengaruhi 
kualitas laporan keuangan dapat lebih terlihat dalam konteks jangka panjang atau 
ketika dikombinasikan dengan faktor tata kelola lainnya, seperti efektivitas 
administrasi dan keterlibatan masyarakat. 

 
4. SIMPULAN DAN SARAN 

Penelitian ini menemukan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) memiliki 
pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 
daerah, menunjukkan bahwa daerah dengan kapasitas ekonomi lebih tinggi mampu 
menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik. Sebaliknya, Indeks Persepsi Korupsi 
(CPI) tidak menunjukkan pengaruh signifikan dalam penelitian ini, meskipun 
literatur sebelumnya menyatakan bahwa tata kelola yang baik dapat meningkatkan 
transparansi laporan keuangan. 

Penelitian ini memiliki keterbatasan, termasuk sampel yang terbatas dan 
penggunaan CPI sebagai satu-satunya indikator tata kelola, yang mungkin tidak 
cukup untuk menangkap semua dimensi Good Governance. Oleh karena itu, 
penelitian lebih lanjut perlu memperluas cakupan sampel dan memasukkan variabel-
variabel lain seperti partisipasi masyarakat dan efektivitas administrasi. 

Penelitian ini menyoroti pentingnya pertumbuhan ekonomi dalam mendukung 
tata kelola keuangan yang baik, sementara peran tata kelola dalam mengurangi 
korupsi masih memerlukan kajian lebih mendalam. 
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LAMPIRAN 

Correlations 

 PDB CPI opiniBPK 

Pearson Correlation PDB 1.000 -.157 -.649 

CPI -.157 1.000 -.393 

opiniBPK -.649 -.393 1.000 

Sig. (1-tailed) PDB . .333 .021 

CPI .333 . .131 

opiniBPK .021 .131 . 

N PDB 10 10 10 

CPI 10 10 10 

opiniBPK 10 10 10 

 
 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 
Change F Change df1 df2 

1 .788a .621 .513 2.33528 .621 5.742 2 7 

 
 

Model Summaryb 

Model 

Change Statistics 

Durbin-Watson Sig. F Change 

1 .033 1.556 

 
 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 62.630 2 31.315 5.742 .033b 
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 Residual 38.175 7 5.454   

Total 100.805 9    

a. Dependent Variable: PDB 
b. Predictors: (Constant), opiniBPK, CPI 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

95.0% 
Confidence 

Interval for B 

B 

Std. 
Error Beta 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

1 (Constant) 49.346 15.961  3.092 .018 11.603 87.088 

CPI -.809 .420 -.487 -1.924 .096 -1.803 .185 

opiniBPK -3.333 1.004 -.840 -3.321 .013 -5.707 -.960 

 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

CPI .846 1.182 

opiniBPK .846 1.182 

 
 

Collinearity Diagnosticsa 

Model Dimension Eigenvalue 
Condition 

Index 

Variance Proportions 

(Constant) CPI opiniBPK 

1 1 2.817 1.000 .00 .00 .02 

2 .181 3.940 .00 .00 .79 

3 .001 50.321 1.00 1.00 .19 

a. Dependent Variable: PDB 
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